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Terhitung sgjak tanggal 1 Januari 2001 Indonesia telah memasuki era otonomi Daerah. Sebagian pengamat
mencemaskan otonomi sebab dianggap memiliki potensi yang kuat dalam memperkuat egoisme daerah,
sehingga tidak tertutup kemungkinan dapat menimbulkan disintegrasi nasional. Ditinjau dari aspek

manaj emen pemerintahan, terlihat pula bahwa kebanyakan Daerah belum siap dan mampu dalam

menyel enggarakan otonomi. K etidaksiapan Daerah tersebut terjadi akibat sempitnya waktu dalam
mempersiapkan penyelenggaraan otonomi.

Wacana mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat (Pusat) dan Pemerintah Daerah (Daerah)
merupakan salah satu topik penting dalam rangka otonomi. Pengalaman sampai sejauh memperlihatkan
bahwa belum dapat dirumuskan hubungan keuangan Pusat-Dagerah yang serasi, selaras dan harmonis. Hal ini
tidak terlepas dari belum jelasnya pembagian tugas antara Pusat-Daerah. Tugas yang semestinya diurus
Daerah (dalam rangka desentralisasi) ternyata masih diurus Pusat yang tertuang dalam Daftar Isian Proyek
(DIP). Sebaliknya masih terdapat tugas dekonsentrasi (penugasan Pusat kepada Daerah) yang semestinya
dibiayai Pusat, justru dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi seperti ini akan
memperlemah kinerja pembangunan di Daerah.

Sebagaimana umumnya di negara-negara dunia ketiga, hubungan Pusat-Daerah cenderung sentralistik.
Sebaliknya, di negara-negara maju kecenderungannya adal ah desentralistik. Hubungan Pusat-Daerah yang
sentralistik erat kaitannya dengan penguasaan sumberdaya dalam hal ini keuangan.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan hubungan keuangan Pusat-Dagerah
sebelum dan setelah diberlakukannya otonomi. Secararinci, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan efektivitas dana bantuan-pusat di Kampar dan Klaten sebelum diberlakukannya
otonomi.

2. Mendeskripsikan akurasi pemanfaatan dana bantuan-pusat di Kampar dan Klaten sebelum
diberlakukannya otonomi.

3. Mendeskripsikan implementasi hubungan keuangan Pusat-Daerah di Kampar dan Klaten pada era
otonomi.

4. Menganalisisimplikasi hubungan keuangan Pusat-Daerah terhadap ketahanan nasional di Kampar dan
Klaten.
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